Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
STAF AHLI BUPATI BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kera Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan, maka periu dilakukan perumusan tugas
pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat
Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanan tugas yang
sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Staf
Ahli Bupati Balangan, dipandang periu untuk menetapkan tugas
pokok, fungsi dan uraian tugasnya,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, periu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Staf Ahli Bupati Balangan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
Republik Indonesia 2004 Nomor 353, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang—
Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7 Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BALANGAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD
Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
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BAB 1
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pendapat dan telaahan kepada Bupati
mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya dalam
rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

(3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang Staf Ahli yang
terdiri dari :

a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.



Pasal 4

(1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikuf:

a.
b.
c.

memberikan pendapat, baik lisan maupun tertulis kepada Bupati;
memberikan pendapat atas dokumen telaahan staf dari SKPD kepada Bupati;

memberikan pendapat kepada Bupati secara proaktif, baik diminta maupun tidak
diminta atas setiap perkembangan di media massa dan masyarakat;

melaksanakan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang terjadi di daerah
sesuai bidang tugas untuk memberikan telaahan pada Bupati untuk
kesempurnaan kebijakan dan keputusan Bupati;

melaksanakan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan SKPD di
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah
daerah sesuai dengan bidang tugas;

melaksanakan tugas yang diberikan Bupati mengikuti/mendampingi rapat
koordinasi, seminar, lokakarya, rapat teknis/evaluasi pembangunan daerah, dan
kegiatan sejenisnya sesuai bidang tugas;

melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk memimpin ekspose program
kerja, evaluasi kegiatan, dan memberikan asistensi kegiatan pada SKPD sesuai
dengan bidang tugasnya;

_ melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk mendampingi/menerima tamu

pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Uraian tugas masing-masing Staf Ahli adalah melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup urusan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli mempunyai fungsi :
a. perumusan telaahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. perumusan telaahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan,
c. perumusan telaahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
d

perumusan telaahan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;
dan

e. mewakili Bupati pada kegiatan tertentu;

BAB 1li
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Segala pembiayaan atas operasional Staf Ahli dibebankan pada APBD Kabupaten
Balangan pada RKA/DPA Sekretariat Daerah.



Pasal 7

Untuk keperluan tugas-tugas administratif, Staf Ahli dibantu oleh staf pelaksana
administrasi.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

H. SEFE EFFENDIE/

Diundangkan di Paringin
padatanggal -~ -

SEKRETARISASAERAH KABUPATEN BALANGAN,

7M. RIDUAN DARLAN y

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2009 NOMOR
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